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DENGAN SISTEM FRANCHISE/ WARALABA

Oleh:
Artonius SuhadidR

(Dosen Fakultas Hukun Universitas Sriwijaya)

ABSTRAK:
Karya tulis yang berjuchrl "Pembentukan Perjanjian Bisnis dengan Sistem Franchise/
Waralaba" ini akan menguraikan mekanisme penyusunan atau pembentukan
perjanjian bisnis dengan sistem waralaba serta akan menguraikan kewajiban dan
hak antara franchisor (pemberi waralaba) dengan franchisee (penerima waralaba)
sebagai mana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri
Perindustrian clan Perclagangan Republik Indonesia No. 2 59/MPP/KEP/7/t 997
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelal<sanaan Pendaftran Usaha Waralaba. Adapun
yang menj adi petmas alahan :
l. Bagaimana perilmusan clan penyusunan perjanjian franchise?
2. Bagaimana kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian franchise?

Katak kunci: Franchise, waralaba, franchisor, ft'anchisee dan HAKL

PENDAHT]LUAI\

,4. LatarBelakang
Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan dunia usaha sangat

pesat. Hal ini terbukti banyaknya tradisi atau budaya bisnis dari luar negeri
masuk ke masyarakat Indonesi4 satu diantaranya adalahbisnis dengan sistem
franchise. Bisnis dengan sistem franchise ini berhubrmgan denganpenggunumn

HakAtas Kekayaan Intelektual (HAKD, diantaranya merek, rahasia dagang,
paten, desain industy, dan lain-lainnya.

Pada permulaannya, bisnis franchise berkembang dalam praktek
terutama di negara yang menganut sistem common law.t Dapatkita lihat di
dalam praktek bisnis di Indonesia sistem bisnis franchise sangat berkembang
pesat, hal ini terbukti banyaknya pengusaha-pengusaha asing dari Amerika

kerjasama bisnis dengan cara franchise.

t H. OK. Saidrn, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2004, Hlm. 5 17.
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Di kota-kota besar.di krdonesi4 kifa dengan mudah menemukan bentuk

usaha dengan sistem franchise, misalnya Kentucky Fried Chicken, Califomia
Fried Chicken, dan lain-lain.

Akan tetapi, perlu diketahui masuknyaproduk asing dengan sistem

franchise ini ke dalam tatanan budaya masyarakat Indonesi4 bukanlah suatu

hal yangterjadi dengantiba-tiba, tetapimelalui suatuprosesyangdiiringidengan
perubahan-perubahan fenomena masyarakat dalam tata pergaulan dunia.

Masuknyabisnis dengan sistem franchise ini juga tidak lepas dari perjanjian

TRIPS. Indonseia sebagai anggota WTO telah menandatangani perjanjian
TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right). Sebagai

konsekuensi dari penandatanganan tersebut, Indonesia diwajibkan
perundang-undangan domestiknya di bidang HaKAtas Kekayaan

Intelektual (I{AKI) dengan standar minimum yang telah diatur di dalam TRIPS,

diantaranya negara-negata anggota harus menyesuaikan jangka wakfu
perlindungan dangan standar TRIPS dan negara anggotajuga harus membuat

peraturan hukum tentang ke tujuh cabang HakAtas Kekayaan Intelektual
(HAKD seperti yangtercantum di dalamTRIPS.2

Oleh karena Indonesia telah menandatangani perjant'ian TRIPS, maka

negara-negara anggota WTO yang bekerj asama dengan pengusaha Indonesia

dengan sistem franchise akan merasa aman karena Hak Atas Kekayaan

Intelektualnya dilindungi dengan standar minimal yang sifatrhya Internasional.

Sebagai koonsekuensi dari hal tersebut, makabisnis dengan sistem franchise

berkembang pesat di Indonesia, hal ini juga karena dalam hukum perjanjian

berlaku asas kebebasan berkontrak, sehingga para pelaku bisnis mempunyai

kebebasan di dalam merumuskan isi perjanjian termasuk dalam perjanjian
franchise sepanjang causanya halal.

Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk menyrsun karya tulis
dengan judul'?ernbenhrkan Perj anjian Bisnis dengan Sistem Waralaba'

B. Permasalahan

Bertitiktolak dari uraian latarbelakangdi atas, penulis mencobaberusaha

mengedepankan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimanaperumusandanpenyusunanperjanjianfinanchise?

2. Bagaimana kewajiban danhak parapihak dalamperjanjian franchise?

2 AusAID, Intellectual Property Rights (Elementary) Indonesia Australia
Speciaiised fi"aining Project"Phase [i/,2002, Hlm. 13l.
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A. Pengertian Franchise

Menurut Dominique Soilledent, sebagai dikutip olehFrcix O. Subagio,

franchise diartikan sebagai suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis

antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak bertindak sebagai franchisor dan

pihak lain sebagai franchise sebagai pemilik suatu merek dan lmow how,

memberikan haknya kepada franchise untuk melakukan kegiatan bisnis

berdasarkan merek know how itu.3

Rumusan di atas lebih mengarah kepada aspek hukum perikatan,

dengan memberi penekanan pengertian p adakata"caramelalarkan ke{ asama

dalam bidang bisnis tersebut". Ditekankan pemilik suatu merek dan h ow how

untukkernudianmennberilonhalaryakepadafznchiseunhrkmelakukankegiatan
bisnis berdasarkan merek danknow how tersebut. Kata merek know how

serta hak perlu digarisbawahi karena dalam transaksi bisnis franchise merek

dan lorcw how yangkernudian menjadiobyek perikatan.

Menunrt PP No. I 6 Tahun 197 7, *arrchrse atau waralaba adalah sebagai

perikatan, dimana salah satu pihak diberikan hak unnrk memanfaatkan dan atau

menggunakan HakAtas Kekayaan krtelektual (HAK$ atau penemuan atau ciri
khasusalrayangdimilikipihaklaindengansuatuimbalanberdasarkanpersyaratan

dan atau penunj ukan barang dan j asa.

Dari definisi tersebut menurut Gunawan Wijaya dapat diuraikan hal-hal

sebagaiberikut:
I . Waralaba merupakan suatu perikatan.

2. Waralabamelibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakanhak

atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha.

3. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan

atau penjualan barang danjasa.n

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 259 Tahun 1997 yangmerupakan palaksanaan Peraturan

Pemerintahan No. 16 Tahun 1997 ,waralaba adalah perikatan dimana salah

satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang

I H. OK. SaidfuL op.cit.,Hlm.5l4.
{ GunawanWidjaja, Lisensi atau Warslsba (Suatu Pandusn Praktis), PT Raja

Grafindo Persada, 2002, Hlrn 4849.
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dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang

ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan

barang-barang dan atau j asa.

Dmi kefiga definisi tersebut, jelas bahwa fiznchise/ franchising/ waralaba

adalah suatu perikatan yang obyeknya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HAKI), dalam arti suatu perikatan untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan

hrtelektual(HAKl)didalamkegiatanbisnisuntuk barangdanjasa.

Adapun para pihak dalam franchise atau waralaba adalah:

1. Pemberiwaralabaatau franchisor
Pemberi waralaba ini dapat badan usaha atau perorangan.

2. Peneriuma waralaba atau franchisee

Penerima waralaba ini juga dapat badan usaha atau perorangan.

B.

1.

2.

Pengaturan Waralaba atau Franchise

Ada beberapa ketentuan yang mengatur perjanjian w aralaba:

Peraturan Pemerintah No. 1 6 Tahun 1997 tentangWaralaba.

Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Republik Indonesia No.

259lMPPl7ll997 tentang Kententuan dan Tata Cara Pelaksanaan

Pandaft aran Usatra Waralaba.

Oleh karena waralaba atau fiznchise adalah suatu perj anjian, maka waralaba

tunduk pada ketentuan umum Buku Itr Titel I dan Titel tr Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum berlakunya peraturan umum

tersebut adalah Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian

bernama dan tidak bernama tunduk pada peraturan umum dari Buku III
Titel I dan tr dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

J.

C. Pembentukan Waralaba atau Franchise

Berdasmkan Pasal 2 Peraturan PemerintahNo. 16 Tahun 1997,bahwa

waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis attara pemberi

waralaba dan penerima waralaba, dengan ketentuan bahwa perj anjian waralaba

dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum lndonesia.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1 997

sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan

keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar sekurang-

kurmrgnpmengenai:

l. Nama pihak pemberi waralaba berikut keterangan mengenai kegiatan

usahanya. Keterangan mengenai pemberi waralaba menyangkut identitas,

antara lain: nam4 alamat tempat usatr4 nama dan alamat pemberi waralab4
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keterangan mengenai penerima wmalaba yang pemah dan masih melalarkan
perikatan, dan kondisi keuangan.

2. HakAtas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan ciri khas usaha
yang manjadi obyek waralaba.

3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba, antara
lain: mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran, dan
pengawasanmuhr.

4. Brrtranataufasilitasyangditawartanponbaiwaralabakepadapenuinrawtralaba

5 . Hak dan kewaj iban pemberi dan penerima waralaba.
6 . Pengakhiran, pembatalan dan perpanj angan perj anj ian waralaba serta hal-

hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksaniuul
perjanjianwaralaba.

Berdasarkan ketentuan PasalT (1) Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 259lMpp/KEP/711997 dinyatakan bahwa pe{anjian
waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sekurang-
kurangnya memuat klausula:

1. Nama, alamat, dan tempat kedudukanperusahaanmasing-masing pihak.
Khusus yang berhubungan dengan identitas pernberi waralaba ketentuan Pasal
9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa:
a. Pemberi waralaba dari luar negeri harus bukti legalitas dari

instansi berwenang di negara asalnya dan diketahui oleh pejabat
perwakilan R[ setempat.

b. Pemberi waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SIUP dan izin
usaha dari departernen teknis lainnya.

2. Nama danjabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani
perjarjian.

3. Nama danjenis HAK[, penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem
manajemen cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan
karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.

4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang
diberikan kepada penerima waralaba.

5. Wilayahpemasaran.
6. Jangkawaktuperjanjiandantatacaraperpanjanganperjanjiansertasyarat-

syarat perpanj angan perj anj ian.
7 . Cara penyelesaian perselisihan.

8. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan
pemutusanpe{anjian.
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9. Tata carapembayaranimbalan.
I 0. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan

dan dipasok oleh pengusaha kecil.
1 I . Pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada penerima waralaba.

12. Pilihanhukum

P".janjian waralaba yang dilaksanakan di Indonesiaberlaku hukum
krdonesia (P asal2 ayat Q) Keputusan Menteri Perd agangur danPerindushian

No.2 5 9/MPP lKEP /7 I 1997).
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997

pe{ anj ian waralaba beserta keterangan tertulis sebagaimana yang dirumuskan

dalam Pasal 3 ayat ( I ) dari peraturan pemerintah tersebut harus didaftarkan di
Departemen Perindushian dan Perdagangan oleh penerima waralaba paling
lambat 30 hari terhitung sejak berlakunya perjanjian waralaba.

D. Kewajiban dan Hak Pemberi Waralaba/ Franchisor dan Penerima
Waralaba/ Franchisee

Kewajiban Pemheri Waralaba
Pernberi waralaba berkewaj iban:

1. Memberikan segala informasi yang berhubungan dengan Hak Atas
Kekayaan lntelektual (HAKD, penemuan atau ciri khas usaha, misalnya

sistem manaj ernen, cara penjualan, atau penataan atau cara distribusi yang

merupakan karakteristik k*rusus yang meqiadi obyek waralab4 dalam rangka

pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut.

2. Memberikan bantuan pada penerima waralab4 pembinaarl bimbingan dan

pelatihan ke,pada penerima waralaba.

Hak Pemberi Waralaba
Adapun hak pemberi waralaba adalatr:

1 . Melakukan pengawasanjalannyapelaksanaan waralaba.

2. Memperoleh laporan-laporan s@ara berkala atasjalannya kegiatan usatra

penerimawaralaba.

3. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima waralaba guna

memastikanbahwawaralabalang diberikan telahdilaksflukan
mestinya-

4. Sampai batas tertentu mewajibkan penerimawaralaba dalam hal tertentu

untuk membeli barang modal dan atau barang-barang tertentu lainnya.
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5.

6.

7.

8.

9.

Mewajibkan penerirna waralaba untuk menjaga kerahasiaan HakAtas
Kekayaan lntelektual (HAKI), penemuan atau ciri khas usaha.

Mewajibkan agarpenerima waralaba tidak melalrukan kegiatan yarT g sejenisl

serupa)ang dapat manimbulkan persaingan dengan kegiatan usahawaralaba

yangiajalankan
Menerimapernbayaran rolalti dalam bentulg jenis danjumlah yang dianggap

layakolehny4
Meminta dilaksanakannya pendaftaran atas waralaba yang diberikan kepada

penerimawaralaba.

Meminta kepada penerima waralaba untuk mengembalikan seluruh data

informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima wmalaba selama

pelaksanaan waralaba apabila perj anj ian waralaba berakhir.

1 0. Melarangpenerimawaralabauntuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data

infomrasi maupun keterangan yang diperolah oleh penerima waralaba

selama pelaksanaan waralaba apabila pe{ anj ian waralaba berakhir.

I I . Melarang untrk tefap melakukan kegiatan yang sej enis, se,lupa ataupun yang

secara langsung atau tidak lanptmg dapat menimbulkan persaingan dengan

mempergunakan HakAtas Kekayaan tntelektual (HAKI) penemuan atau

ciri **ras usaha apabila perjanjian waralaba berakhir
12. Pemberianwaralab4 kecuali yang bersifat eksklusifl tidak menghapuskan

hak pemberi waralaba untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau

melaksanakan sendiri Hak Atas Kekayaan krtelektual (IIAKI), penemtutn

ataucirikilasusaha

Kewajiban Penerima Waralaba
1. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan pemberi waralaba guna

melaksanakan HakAtas Kekayaan Intelektual (HAKI), penemuan atau

ciri*ilrasusaha.
Memberikan keleluasaan kepada pemberi waralaba untuk melakukan
pengawasan maupun inspeksi berkala secara tiba-tiba.

Mernberikan laporan-laporarl baik secara berkala maupun atas permintaan

khusus dari panberi waralaba.

Wajib membeli barang modal tertentu dan barang tertentu lainnya sampai

waktu terte,ntu dalam rangfuamelaksanakan waralaba dmi pernbei waralaba-

Menjaga kerahasiaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penemuan

atauciri khas usaha

Melaporkan segala pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (IIAKD,
penemuan atau ciri khas usaha yang ditemukan dalam praktek.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.

9.

7. ' Tidak memanfaatkan HakAtas Kekayaan Intelektual (HAK[), penemuan

atau ciri khas usaha, selain dengan fujuan untuk melaksanakan waralaba
yangdiberikan.
Melakukan pendaft aran waralaba.
Tidak melakukan kegiatan sejenis/ serup4 baik langsung maupun tidak
langsung yang akan menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang

mempergunakan HakAtas Kekayaan Intelektual (HAKI), penemuan atau

ciri khasusaha.
10. Melal<ukan pembayaran royalti dalam bentuk jenis dan jumlah yang telah

disepakati secara bersama.

11. Mengembalikan seluruh data informasi maupun keterangan yang
diperolehny4 apabila pe{ anj ian waralaba berakhir.

12. Tidak memanfaatkan seluruh data, informasi maupun keterangan yang
diperoleh penerima waralaba selama masa pelaksnaan waral aba apablla
waralaba telah berakhir.

1 3 . Apabila waralaba beraldrir, tidak melakukan kegiatan sej enis/serupa dengan

menggunakan HakAtas Kekayaan krtelektual QIAKI), penemuan atau ciri
khasusaha.

Hak Penerima Waralaba
Penerima waralaba memiliki hak:
I . Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan HakAtas

Kekayaan Intelektual (HAKI), penemuan atau ciri khas usaha, yaitu sistem
manajemen, cara penjualan, atau penataan atau cara distribusi yang
merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba yang
diperlukan olehnya Untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut.

2. Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba pemanfaatan dan atau
penggunaan HakAtasKekayaan Intelektual (HAKI), penemuan atau ciri
khas usaha.

Apabila diperhatikan tentang uraian hak dan kewajiban dari pihak
pemberi waralaba atau franchisor dan penerima waralabaatau franchise,
jelas tampak timpang dalam arti kewajiban dari penerima waralaba sangat
begitu banyak, sedangkan tidak diimbangi dengan hak yang cukup
memadai.

Sedangkan kewaj iban dari pemberi waralaba, kewajibannya sangat

begitu ringan dan haknya terhadap penerima waralaba sangat begitu banyak.
Sehingga memberatkan bagi penerirna waralaba.
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Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraiandi atas dapat ditarikkesimpulan:
1. Bahwa perumusan perjanjian waralaba harus dibuat secaraff*l$lis dan

didaftarkan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

2. Kewajiban antara pemberi waralaba dan kewaj iban penerima waralaba,
demikian pula hak penerima waralaba sangat tidak seimbang, dalam arti
kewajiban dari pihak penerima waralaba sangat begitu berat dan tidak
diimbangi dengan hak yang memadai. Sebaliknya kewajiban dari pemberi

waralaba sangat begitu sedikit, sedangkan haknya terhadap penerima
waralaba sangat begitu banyak. Disinilah akan terjadi ketidakadilan.

B. Saran

Hendaknya perlu dipertimbangkan kewajiban dan hak penerima
waralaba terhadap kewajiban dan hak pemberi waralaba.
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